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ABSTRAK 

 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ekosida 

 

Rio Kresna Satria 

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 

 

Pada skripsi ini peneliti mendeskripsikan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ekosida. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya korporasi sebagai 

pelaku tindak pidana ekosida yang mana terjadi Tindakan ekosida oleh manusia mengacu pada 

tindakan manusia seperti aktivitas industri yang menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan 

Kerusakan lingkungan yang merugikan manusia bertentangan dengan prinsip hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. 

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai 

berikut: 1. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana 

ekosida ? 2. Bagaimana tata cara penanganan tindak pidana korporasi yang melakukan tindak 

pidana ekosida ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan 

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan 

kasus. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

sekunder dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui metode studi 

kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dan dikaji dengan pendekatan-pendekatan yang 

dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. 

Hasil Penelitian ini. Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang 

bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. 

Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak 

memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri 

tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang 

melakukan delik itu, dan oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. 

Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan 

memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik 



 

 

 

tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup. Dalam 

delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus dibandingkan dengan 

keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang 

ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, justru lebih besar dari denda 

yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup 

bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.  

Terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan dibidang 

lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat 

terorganisir, sehingga begitu sulit untuk diungkap. UUPPLH menyebutkan larangan- larangan 

yang tidak boleh dilanggar oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum 

lingkungan. Dalam Pasal 69 UUPPLH yang menyatakan : 1) Melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup; 2) Memasukkan B3 yang 

dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 3) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Memasukkan 

limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5) Membuang limbah ke media 

lingkungan hidup;6) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 7) Melepaskan 

produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan atau izin lingkungan; 8) Melakukan pembukaan lahan dengan cara 

membakar; 9) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyususn amdal; dan/atau 

Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau 

memberikan keterangan yang tidak benar. 

Kata Kunci : Tindak Pidana , Ekosida, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

  



 

 

 

ABSTACT 

 

Corporate Criminal Responsibility as Actors of Ecocide Crimes 

 

Rio Kresna Satria 

Faculty of Law, University of Islam Malang 

 

In this thesis, the researcher describes corporate criminal responsibility as perpetrators of 

ecocide crimes. This research is motivated by the existence of corporations as perpetrators of 

ecocide crimes in which ecocidal actions by humans refer to human actions such as industrial 

activities that cause great damage to the environment Environmental damage that harms humans 

is contrary to the principle of the right to a good and healthy environment. 

Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What is 

the criminal responsibility of corporations that commit ecocide crimes? 2. What are the 

procedures for handling corporate crimes that commit ecocide crimes? This research is a 

normative juridical law research using statutory, conceptual and case approaches. The legal 

materials used in this study consist of primary legal materials, secondary materials using the 

collection of legal materials used through the library study method. Furthermore, legal material 

is analyzed and studied with the approaches used in this research to answer the legal issues in this 

research. 

Results of this Research. In the case of the management of the corporation as the creator 

and administrator who is responsible, certain obligations are imposed on the corporation's 

management. The obligation imposed is actually the obligation of the corporation. Managers who 

do not fulfill this obligation are subject to criminal sanctions. The rationale is that the corporation 

itself cannot be held responsible for a violation, but it is always the management who commits the 

offense, and therefore it is the management who is subject to criminal sanctions and punishment. 

The corporation as a maker is also responsible, its motivation is to pay attention to the 

development of the corporation itself, namely that it turns out that for certain offenses, just being 

determined by the management as criminal is not enough. In terms of economic delict, it is not 



 

 

 

impossible that the fines imposed on management are compared to the profits obtained by the 

corporation by carrying out these actions, or the losses incurred in society, or those suffered by 

rivals, are even greater than the fines imposed as criminal sanctions. The sentencing of the board 

does not provide sufficient guarantee that the corporation will not once again commit acts that 

are prohibited by law. 

Regarding law enforcement against corporations that commit crimes in the field of the 

environment and natural resources, it is not easy because it is a highly organized crime, so it is so 

difficult to uncover. UUPPLH stipulates the prohibitions that may not be violated by individuals 

or corporations as subjects of environmental law. In Article 69 UUPPLH which states: 1) 

Committing acts that result in environmental pollution and/or damage; 2) Importing B3 that is 

prohibited according to laws and regulations into the territory of the Unitary State of the Republic 

of Indonesia; 3) Entering waste originating from outside the territory of the Unitary State of the 

Republic of Indonesia into the environmental media of the Unitary State of the Republic of 

Indonesia; 4) Import B3 waste into the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia; 

5) Disposing of waste to environmental media; 6) Disposing of B3 and B3 waste to environmental 

media; 7) Releasing genetically engineered products to environmental media in violation of laws 

and regulations or environmental permits; 8) Doing land clearing by burning; 9) Preparing amdal 

without having a competency certificate for compiling amdal; and/or Provide false, misleading 

information, omit information, damage information, or provide incorrect information. 

Keywords: Criminal Acts, Ecosides, Corporate Criminal Liability 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang 

melimpah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3), yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak tindakan 

baik dari individu, korporasi, maupun organ terkait pemerintah yang masih 

sewenang-wenang dan merusak lingkungan. Kerusakan tersebut akhirnya 

membawa dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Karena sifat kerusakannya 

yang tidak terbatas pada wilayah dan negara. 

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya 

menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan 

nilainilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan: 

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya 

untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-

nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang 

melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di 

Indonesia. 

Permasalahan yang berkenaan dengan badan hukum, khususnya berupa 

Korporasi terus berkembang. Tidak saja dalam lapangan hukum perdata, namun 

juga dalam lapangan hukum Administrasi dan lapangan hukum pidana. Justru 

dalam lapangan hukum pidana ini menjadi satu perkembangan menarik, terutama 

dalam hal pertanggungjawabannya. Menelusuri perkembangan Badan Hukum 

berupa korporasi mulai dari abad pertengahan hingga abad ini, cukup memberikan 

informasi untuk mencari hubungan antara pertumbuhan korporasi yang pesat 

dengan timbulnya kejahatan korporasi dalam lapangan hukum pidana dimaksud. 

Diperlukan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup serta 

perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari pencemaran yang dilakukan oleh 

korporasi karena pada dasarnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang 

sehat telah dijamin dan diatur oleh undang-undang. Salah satu alat yang kuat dan 



 

 

ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur 

perlindungan lingkungan hidup. 

Aturan hukum adalah selpelrangkat pelraturan yang di lteltapkan olelh otori ltas 

nelgara yang waji lb bagi l selmua warga nelgara dan yang i lmplelmelntasi lnya dapat 

di ltelgakkan olelh pelrangkat nelgara yang selsuai l untuk melmasti lkan bahwa pelraturan 

telrselbut telrus elfelkti lf. Ilni l mungki ln melnunjukkan bahwa ti ldak sellalu mungki ln untuk 

melnjatuhkan hukuman hukum. Aturan hukum ti ldak melnyelli ldi lki l karaktelr moral 

rakyatnya. Hukum melli lhat cara selselorang belrti lndak di l duni la. Hukum pi ldana 

belrlaku kelti lka pelri llaku yang di lpelrmasalahkan belrdampak pada populasi l umum. 

Hukum pi ldana suatu nelgara melngatur pelri llaku apa yang di lpelrbolelhkan dan 

pelri llaku apa yang di llarang, kapan larangan telrselbut dapat di lbelrlakukan, dan 

bagai lmana hukuman di ljatuhkan kelpada melrelka yang mellanggar hukum. Keljahatan, 

tanggung jawab pi ldana, dan hukuman adalah ti lga bi ldang utama di l mana hukum 

pi ldana melngalami l kelsuli ltan. Olelh karelna i ltu, topi lk pelrtanggungjawaban pi ldana 

melnjadi l pusat pelrdelbatan. Keljahatan, tanggung jawab pi ldana, dan hukuman pildana 

adalah fokus bi lasa dari l kelsuli ltan hukum pildana. Olelh karelna i ltu, pelnti lng untuk 

melmahami l i lntil pelmbi lcaraan antara aparat pelnelgak hukum, khususnya haki lm, 

telntang kelsalahan pi ldana, yang juga di lkelnal selbagai l "toelrelkelni lngsvatbaarheli ld" 

dalam bahasa Bellanda. Selselorang belrtanggung jawab atas keljahatan yang 

di llakukannya ji lka di la di lmi lntai l pelrtanggungjawaban atas pelrbuatannya. 

Delngan belrjalannya waktu, hukum pi ldana dan pelrtanggungjawaban 

korporasi l dapat di ltelrapkan pada pelri lodel korporasi l yang baru. Selbagi lan belsar 

keljahatan yang belrdampak nelgati lf telrhadap li lngkungan di llakukan olelh pelrusahaan, 

bai lk selbagai l bagi lan dari l opelrasi l normal korporasi l maupun untuk keluntungan 

fi lnansi lal pelrusahaan i ltu selndi lri l. Seljak tahun 1997, delngan di lsahkannya UU No. 23  

Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Indonesia 

berupaya mendefinisikan akuntabilitas perusahan. Sellai ln i ltu, seljumlah putusan 

pelngadi llan baru-baru i lni l melmbelri lkan contoh bagai lmana tanggung jawab korporasi l 

di lprakti lkkan di l Ilndonelsi la. Dua puluh faktor kunci l (delsi ldelrata) sangat pelnti lng 

untuk melncapai l pelnelgakan hukum yang adi ll dan elfelkti lf untuk keljahatan korporasi l, 

selbagai lmana di lgari lskan olelh Fi lssel dan Brai lthwai ltel. Ada tilga hal pelnti lng, dan i ltu 



 

 

adalah: Selbellum melnyalahkan kelsalahan pelrusahaan, pelnti lng untuk melnyadari l 

bahwa pelri llaku pelrusahaan mungki ln ti ldak sellalu melrupakan aki lbat dari l ti lndakan 

karyawannya. Keldua, tanggung jawab keljahatan korporasi l harus di lbelri lkan kelpada 

i lndi lvildu yang selsuai l, selti lap orang, kellompok, elnti ltas, korporasi l, pelrusahaan i lnduk, 

kellompok dagang, atau lelmbaga pelmelri lntah yang belrtanggung jawab untuk 

melngawasi l bi lsni ls, telrmasuk audi ltor dan peljabat pelmelri lntah. Kelti lga, ti ldak ada 

kambi lng hi ltam ji lka tanggung jawab di lbelri lkan kelpada orang-orang telrtelntu di l dalam 

pelrusahaan. Melngi lngat belsarnya bi laya yang telrkai lt delngan delgradasi l li lngkungan, 

jellas bahwa akuntabi lli ltas pelrusahaan dan i lndi lvi ldu melmai lnkan pelran pelnti lng dalam 

melncelgah felnomelna i lni l. 

Kelrusakan li lngkungan yang melrugi lkan manusi la belrtelntangan delngan 

pri lnsi lp hak atas li lngkungan hi ldup yang bai lk dan selhat, selbagai lmana di latur dalam 

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telntang Hak Asasi l Manusi la 

dan Pasal 5 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telntang 

Pelrli lndungan dan Pelngellolaan Li lngkungan Hi ldup. 

 

Akuntabi lli ltas selbuah korporasi l kelti lka di lhadapkan delngan tanggung jawab 

atas ti lndak pi ldana korporasi l melnjadi l pelnti lng. Untuk melnjawab pelrtanyaan i lni l, 

adalah mungki ln untuk melnunjukkan bagai lmana tanggung jawab pelrusahaan tellah 

belrkelmbang di l belrbagai l nelgara. Juga, pelrbandi lngan di lbuat antara i lntelrpreltasi l i lnil 

dan yang di lgunakan di l Ilndonelsi la. Bangsa Ilndonelsi la melmi lli lki l hak konsti ltusi lonal 

atas li lngkungan yang belrsi lh dan aman, selbagai lmana telrcantum dalam Pasal 28 H 

ayat 1 UUD 1945. Konsti ltusil Hi ljau pada hakelkatnya di lwujudkan dalam jami lnan 

kellelstari lan li lngkungan hi ldup yang melmungki lnkan telrcapai lnya hak atas kelhi ldupan 

yang layak dan selhat. li lngkungan. melnelgaskan bahwa elkosi lda korporasi l adalah hal 

yang nyata dan bahwa korporasi l harus belrtanggung jawab atas akti lvi ltasnya. 



Selti lap orang belrhak atas li lngkungan yang selhat dan aman untuk di ldi lami l, 

selbagai lmana di lnyatakan olelh Elcosi ldel dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 

Nelgara Relpubli lk Ilndonelsi la Tahun 1945. Sellanjutnya, Anali lsi ls Melngelnai l Dampak 

Li lngkungan (AMDAL) dan faktor-faktor lai ln dalam melnjalankan suatu 

proye lk/korporasi l di lamanatkan olelh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

telntang PPLH. Selbagai l aturan, zat ki lmi la yang di lgunakan dalam selrangan telrhadap 

pasukan musuh adalah sumbelr kelrusakan li lngkungan aki lbat konfli lk. Kelrusakan 

populasi l manusi la dan li lngkungan aki lbat pelmogokan. Selrangan i ltu juga belrdampak 

jangka panjang pada pelrkelmbangan bi lologi ls populasi l, melngubahnya delngan cara 

yang ti ldak telrduga dan belrbahaya. 

Elco melngacu pada li lngkungan alam di l mana manusi la, helwan, tumbuhan, 

ai lr, udara, dan si lnar matahari l selmuanya hi ldup belrdampi lngan. Rumah, atau oi lkos 

dalam bahasa Yunani l kuno, adalah telmpat i lstillah "elco" pelrtama kali l muncul. 

Rumah di lturunkan dari l gelnelrasi l kel gelnelrasi l, atau "habi ltat" atau "li lngkungan" 

dalam bahasa Lati ln; oelco. 

Dalam apa yang selri lng di langgap selbagai l konfelrelnsi l i lntelrnasi lonal pelrtama 

yang di ldeldi lkasi lkan hanya untuk masalah li lngkungan, elkosi lda melnjadi l topi lk di lskusil 

utama sellama Konfelrelnsi l Stockholm 1972 telntang Li lngkungan Manusi la dil 

Stockholm, Sweldi la. Delgradasi l dan kelhancuran lilngkungan adalah contoh 

bagai lmana nelgara, i lndi lvi ldu, dan kellompok dapat melmi lcu belncana elkologi ls yang 

melluas. Ti lndakan i lni l tellah mellanggar kelwaji lban untuk melnjaga li lngkungan atau 

di lselbut selbagai l keljahatan elkosi lda. Konselkuelnsi l atas pelrbuatan telrselbut 

melnye lbabkan kelrusakan  selri lus telrhadap li lngkungan dan belrdampak buruk 

telrhadap kelbelrlangsungan hi ldup manusi la dan makhluk hi ldup lai ln di l selki ltar 

li lngkungan telrselbut. 

Ti lndakan elkosi lda olelh manusi la melngacu pada ti lndakan manusi la selpelrtil 

akti lvi ltas i lndustril yang melnye lbabkan kelrusakan belsar pada li lngkungan. Sellai ln 

di lselbabkan olelh manusi la, elkosi lda juga dapat telrjadi l selcara alami l telrmasuk 

kelrusakan yang di lselbabkan olelh pelri lsti lwa belncana alam selpelrti l tsunami l atau 

gunung melleltus. Keldua jelni ls elkosi lda i lnil melmi llilki l dampak nelgati lf pada li lngkungan 

dan manusi la di l selki ltarnya. Belrdasarkan dua pelnye lbab elkosi lda telrselbut, elkosi lda 



 

 

 

yang di lselbabkan olelh manusi la dapat di lkatelgori lkan selbagai l selbuah ti lndakan 

kri lmi lnal belrdasarkan hukum yang belrlaku.  

Belrdasarkan apa yang tellah di lurai lkan, elkosi lda melrupakan keljahatan di l 

Ilndonelsi la belrdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Nelgara Relpubli lk 

Ilndonelsi la Tahun 1945 yang melnyatakan bahwa selti lap orang belrhak atas 

li lngkungan yang selhat dan aman untuk di lti lnggali l. Sellanjutnya, Anali lsi ls Melngelnai l 

Dampak Li lngkungan (AMDAL) dan faktor-faktor lai ln dalam melnjalankan suatu 

proye lk/korporasi l di lamanatkan olelh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

telntang PPLH. Alhasi ll pelnelli lti l melngangkat selbuah pelnelli lti lan belrjudul 

“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Ekosida” 

B. Rumusan Masalah 

Melngacu pada pelri lhal yang mellatar bellakangi l telrselbut, selhi lngga pelnelli lti l 

melnjabarkan pelrumusan masalahnya i lalah :  

1. Bagai lmana pelrtanggungjawaban pi ldana korporasi l yang mellakukan ti lndak 

pi ldana elkosi lda ?  

2. Bagai lmana tata cara pelnanganan ti lndak pi ldana korporasi l yang mellakukan ti lndak 

pi ldana elkosi lda ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pelnelli lti lan i lni l, yai ltu :  

1. Untuk melmahami l belntuk pelrtanggungjawaban pi ldana korporasi l yang 

mellaksanakan delli lk elkosi lda. 

2. Untuk melmahami l tata cara melnangani l delli lk korporasi l yang mellaksanakan delli lk 

elkosi lda. 

D. Manfaat Penelitian 

Delngan delmi lki lan, sumbangan telorelti ls telks i lni l bagi l pelrkelmbangan i llmu 

pelngeltahuan, khususnya i llmu hukum pildana, adalah selbagai l belri lkut: . 

1. Selbagai l konselkuelnsi lnya, telmuan dari l karya i lni l dapat di lmanfaatkan olelh para 

akadelmi lsi l dan pi lhak lai ln yang belrkelpelnti lngan selbagai l i lnformasi l tambahan 

untuk studil masa delpan. 



 

 

 

2. untuk kelpelnti lngan hukum domelsti lk, yang akan melmpelrti lmbangkan telmuan 

dokumeln i lni l. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Pada pelnelli lti lan i lnil pelnuli ls mellakukan pelnelli lti lan delngan judul 

“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Sebagai Tindak 

Pidana Ekosida”. Selbellumnya sudah di llaksanakan ri lselt yang selrupa dan 

belrdasarkan ri lselt i ltu ada pelrbeldaan, pelrsamaan, maupun sumbangsi lh bi lla 

di lpelrbandi lngkan telrhadap ri lselt i lni l: 

Pelnelli lti lan yang pelrtama delngan judul “Tinjauan Hukum Internasional 

Terhadap Ekosida Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia” yang di lsusun olelh Davi ld Runold Anthoni lus Pattilleluw, Fakultas Hukum, 

Uni lvelrsi ltas Hasanuddi ln Makassar. Pelnelli lti lan mi llilk Davi ld melmbahas telntang 

konselp elkosi lda dalam hukum ilntelrnasi lonal untuk melngeltahui l prosels atau proseldur 

pelnye llelsai lan kasus elkosi lda. Pelnelli lti lan telrselbut melmpunyai l kelsamaan delngan 

pelnelli lti lan i lni l yai ltu dalam hal pelngkaji lan belntuk tanggung jawab pellaku elkosi lda 

dalam hukum. Lelbi lh lanjut, pelrbeldaan pada pelnelli lti lan i lni l adalah ruang li lngkup 

sumbelr hukum yang di lgunakan selbagai l dasar pelmbelri lan sanksi l telrhadap pellaku 

elkosi lda. Davi ld melnggunakan hukum i lntelrnasi lonal selbagai l sumbelr untuk 

melnelrapkan pelrtanggungjawaban pellaku elkosi lda, seldangkan dalam pelnelli lti lan ilni l 

melnggunakan hukum di l Ilndonelsi la selbagai l sumbelr hukum. 
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PElLANGGARAN HAK ASASIl 

MANUSIlA 

 PROBLEMATIKA HUKUM 

1. Bagai lmana konselp elkosi lda dalam Hukum Ilntelrnasi lonal? 



 

 

 

2. Bagai lmanakah pelnye llelsai lan kasus elkosi lda dalam Hukum dan HAM 

Ilntelrnasi lonal? 

 HASIL PENELITIAN 

1. 

 

 

 

2. 

Saat i lni l ti ldak ada pelngawasan telrhadap elcosi ldels di l bawah hukum 

i lntelrnasi lonal, yang tellah melnye lbabkan belbelrapa contoh kelrusakan 

li lngkungan yang parah.  

 

Dalam hukum i lntelrnasi lonal, pelrusakan li lngkungan di langgap selbagai l 

keljahatan telrhadap kelmanusi laan, atau elkosi lda. Selbagai l ti lndakan 

pelrusakan li lngkungan yang dapat belrdampak luas dan belrjangka 

panjang bagi l umat manusi la, elkosi lda dapat di lkatelgori lkan selbagai l 

pellanggaran hak asasi l manusi la. 

 

Mahkamah Ilntelrnasi lonal, Arbi ltrasel Ilntelrnasi lonal, atau Pelngadi llan 

Nasi lonal selmuanya dapat melnelngahi l selngkelta pelnye llelsai lan elkosi lda. 

Pri lnsilp-pri lnsi lp Hukum Li lngkungan Ilntelrnasi lonal atau gagasan 

akuntabi lli ltas nelgara dapat di ltelrapkan pada i lnsi ldeln elkosi lda. 

 PERSAMAAN 

 Studil i lnil selbandi lng delngan pelnuli ls dalam melnyelli ldi lkil tanggung jawab 

hukum pellaku elkosi lda. 

 PERBEDAAN 

 Dalam anali lsi ls i lni l, pelnuli ls dan saya ti ldak seltuju delngan belrbagai l 

undang-undang yang dapat di lgunakan untuk melmbelnarkan hukuman 

elkosi lda. Seldangkan dalam karya selbellumnya Davi ld melngandalkan 

hukum i lntelrnasi lonal selbagai l dasar pellaksanaan tanggung jawab 

elkologi ls, i la belrali lh kel hukum Ilndonelsi la untuk anali lsils i lni l. 

 KONTRIBUSI 



 

 

 

 Belrguna selbagai l relfelrelnsi l pelmelri lntah untuk melmbuat relgulasi l telrkai lt 

belntuk sanksi l pelrtanggungjawaban pellaku elkosi lda di l Ilndonelsi la. 

 

Pelnelli lti lan yang keldua delngan judul “Implementasi Tindak Pidana 

Ekosida dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan 

Hidup” yang di lsusun olelh Bi lll Boy Ondo Pangi lndoan Lumbanraja, Uni lvelrsi ltas 

Katoli lk Darma Celndi lka Surabaya. Pelnelli lti lan Bi lllboy melmbahas telntang keljahatan 

telrhadap li lngkungan hi ldup atau yang bi lasa di lselbut elkosi lda melrupakan selbuah 

pellanggaran HAM belrat. Lelbi lh lanjut, hal i lni l melmunculkan wacana mellakukan 

klasi lfi lkasi l keljahatan elkosi lda dalam hukum posi lti lf di l Ilndonelsi la. Pelnelli lti lan Bi lllboy 

melmpunyai l kelsamaan delngan pelnelli lti lan i lni l yai ltu sama-sama melngkaji l elkosi lda 

dalam hukum posilti lf Ilndonelsi la. Pelrbeldaannya selndi lri l yakni l Bi lllboy melngkaji l 

telntang wacana klasi lfi lkasi l elkosi lda dalam hukum khusus di l Ilndonelsi la, seldangkan 

pelnelli lti lan i lni l belrusaha melngkaji l belntuk pelrtanggungjawaban pellaku elkosi lda dalam 

hukum di l Ilndonelsi la. 

 

 

NO. PROFIL JUDUL 

1. BIlLLBOY ONDO 

PElNGIlNDOAN L. 

UNIlVElRSIlTAS KATOLIlK 

DARMA CElNDIlKA 

SURABAYA 

IlMPLElMElNTASIl TIlNDAK 

PIlDANA ElKOSIlDA DALAM 

PElRSPElKTIlF HAK ASASIl 

MANUSIlA (HAM) ATAS 

LIlNGKUNGAN HIlDUP 

 PROBLEMATIKA HUKUM 

1. 

2. 

Bagai lmana konselp elkosi lda dalam Hukum di l Ilndonelsi la? 

Bagai lmana urgelnsi l kodi lfi lkasi l hukum telrkai lt elkosi lda di l Ilndonelsi la? 

 HASIL PENELITIAN 



 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Pelmelri lntah harus belrti lndak celpat untuk melngkodi lfi lkasi lkan 

pellanggaran elkosi lda dalam hukum posiltilf dan melnelntukan cara telrbai lk 

untuk melngkodi lfi lkasi l pelraturan pelrundang-undangan yang belrtujuan 

untuk melngelndali lkan elkosi lda. Hal i lni l dilselbabkan karelna pelrmasalahan 

hukum pi ldana li lngkungan yang ada saat i lni l ti ldak dapat di lsellelsai lkan 

delngan melnggunakan kelrangka hukum yang ada. 

 

Karelna belgi ltu banyak aturan yang harus di li lkuti l, undang-undang akan 

di ltulils di l masa delpan delngan melnggunakan pelndelkatan omni lbus law. 

Karelna kelmampuannya melngelndali lkan suatu pelraturan pelrundang-

undangan delngan banyak keltelntuan, maka di lgunakan pelndelkatan 

omni lbus bill 

 PERSAMAAN 

 Pelnelli lti lan Bi lllboy melmpunyai l kelsamaan delngan pelnelli lti lan i lni l yai ltu 

sama-sama melngkaji l elkosi lda dalam hukum posi lti lf Ilndonelsi la. 

 PERBEDAAN 

 Pelrbeldaannya selndi lri l yakni l Bi lllboy melngkaji l telntang wacana 

klasi lfi lkasi l elkosi lda dalam hukum khusus di l Ilndonelsi la, seldangkan 

pelnelli lti lan i lni l belrusaha melngkaji l belntuk pelrtanggungjawaban pellaku 

elkosi lda dalam hukum di l Ilndonelsi la. 

 KONTRIBUSI 

 Belrguna selbagai l relfelrelnsi l pelmelri lntah untuk melmbuat relgulasi l telrkai lt 

belntuk sanksi l pelrtanggungjawaban pellaku elkosi lda di l Ilndonelsi la. 

 

 Pelnelli lti lan yang kelti lga delngan judul “Penegakan Hukum Terhadap 

Korporasi Sebagai Subjek Delik  Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup” 

yang di lsusun olelh Ganang Putra Swadana, Uni lvelrsi ltas Katoli lk Soelgi ljapranata  

Selmarang. Pelnelli lti lan Ganang Putra Swadana i lni l melmbahas telntang pelran korporasi l 



 

 

 

dalam pelngelmbangan dan pelncapai lan tujuan telrtelntu untuk melndorong korporasi l 

untuk telrli lbat dalam mellakukan ti lndak pi ldana. Ti lndak pi ldana li lngkungan hi ldup 

adalah salah satunya.  Masalah li lngkungan melmi llilki l dampak yang si lgni lfi lkan 

telrhadap kelhi ldupan manusi la dan makhluk hi ldup lai lnnya. Meltodel altelrnati lf untuk 

melnelgakkan hukum li lngkungan antara lai ln melnggunakan sanksi l admi lni lstrati lf, 

sanksi l pi ldana, dan sanksi l admi lni lstrati lf pelnelrapan. Sanksi l telrhadap pellaku 

di lpandang selbagai l upaya telrakhi lr, teltapi l ti ldak melnghelnti lkan pelri llaku buruk.  

Pelnelli lti lan Ganang Putra Swadana melmpunyai l kelsamaan delngan pelnelli lti lan i lni l yai ltu 

sama-sama melngkaji l elkosi lda dalam hukum posi lti lf Ilndonelsi la. Pelrbeldaannya selndi lri l 

yakni l Ganang melngkaji l telntang pelnelgakan hukum telrhadap korporasi l selbagai l 

subjelk delli lk dalam ti lndak pi ldana li lngkungan hi ldup, seldangkan pelnelli lti lan i lni l 

belrusaha melngkaji l belntuk pelrtanggungjawaban pellaku elkosi lda dalam hukum dil 

Ilndonelsi la. 

NO. PROFIL JUDUL 

1. GANANG PUTRA SWADANA 

FAKULTAS HUKUM DAN 

KOMUNIlKASIl UNIlVElRS IlTAS 

KATOLIlK SOElGIlJAPRANATA 

SElMARANG 

PElNElGAKAN HUKUM 

TElRHADAP KORPORASIl 

SElBAGAIl SUBJElK DElLIlK 

DALAM TIlNDAK PIlDANA 

LIlNGKUNGAN HIlDUP 

 PROBLEMATIKA HUKUM 

1. 

 

2. 

Bagai lmana pelnelgakan hukum telrhadap korporasi l dalam tilndak pi ldana 

li lngkungan hi ldup? 

Bagai lmana hambatan pelnelgak hukum dalam melngadi lli l pellaku 

korporasi l pelrkara ti lndak pi ldana li lngkungan hi ldup? 

 HASIL PENELITIAN 

1. 

 

 

Bukti l dari l kasus-kasus li lngkungan dan kaji lan telrhadap kasus-kasus 

telrselbut melnunjukkan bahwa upaya pelnelgakan hukum untuk 

melmbelrantas keljahatan li lngkungan bellum elfelkti lf dalam melncelgah 

pelri llaku selrupa, telrutama di l pi lhak bi lsnils. 



 

 

 

 

2. 

Bukti l, kellangkaan spelsi lali ls hukum lilngkungan, budaya pelrusahaan 

yang melnghargai l keluntungan di l atas selgalanya, dan keltelrgantungan 

yang belrlelbi lhan pada sanksi l pi ldana di l bawah hukum admi lni lstrasi l, 

selmua belrtelntangan delngan pelnelgakan hukum kelti lka harus melngadi lli l 

tuntutan pi ldana li lngkungan telrhadap bi lsni ls. 

 PERSAMAAN 

 Pelnelli lti lan Ganang Putra Swadana melmpunyai l kelsamaan delngan 

pelnelli lti lan i lni l yai ltu sama-sama melngkaji l elkosi lda dalam hukum posi ltilf 

Ilndonelsi la. 

 PERBEDAAN 

 Pelrbeldaannya selndi lri l yakni l Ganang Putra Swadana melngkaji l telntang 

pelnelgakan hukum ti lndak pi ldana elkosi lda dalam hukum khusus dil 

Ilndonelsi la, seldangkan pelnelli lti lan ilni l melngkaji l belntuk 

pelrtanggungjawaban pellaku elkosi lda dalam hukum di l Ilndonelsi la. 

 KONTRIBUSI 

 Belrguna untuk melngi lnformasi lkan kelputusan pelmelri lntah telntang cara 

melnghukum melrelka yang belrtanggung jawab atas elkosi lda di l Ilndonelsi la. 



 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jelni ls dan Sumbelr 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 

disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis 

penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, 

karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk 

menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini 

diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian 

hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas 

hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi 

hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan 

hukum. 

1) Bahan Hukum Pri lmelr : 

a. Undang Undang Dasar Relpubli lk Ilndonelsi la Tahun 1945 

b. Ki ltab Undang-Undang Hukum Pildana 

c. Pasal 9 ayat 3  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 telntang Hak Asasil 

Manusi la  

d. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 telntang Pelrli lndungan 

dan Pelngellolaan Li lngkungan Hi ldup 

2) Bahan Hukum Selkundelr :  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, 

jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang 

dilakukan para pakar yang terkait. 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak 

mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum 

primer, yang meliputi : 

a. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel 

yang berkaitan dengan penelitian  



 

 

 

b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang 

dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini 

2. Pelndelkatan Pelnelli lti lan 

Dalam pelnelli lti lan i lni l melnggunakan meltodel pelndelkatan pelrmasalahan yang 

melli lputil: 

a. Pelndelkatan Pelrundang-Undangan (Statuel Approach) 

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah 

“Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang 

ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan 

menggunakan legilasi dan regulasi” 

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi 

fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-

undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

telntang Hak Asasi l Manusi la, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 telntang 

Pelrli lndungan dan Pelngellolaan Li lngkungan Hi ldup dan peraturan perundang-

undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Pelndelkatan Konselptual (Concelptual Approach) 

Pada pelnelli lti lan hukum normati lf, Ami lruddi ln dan Zai lnal Asi lki ln melngatakan 

bahwa selri lngkali l hukum di lkonselpsi lkan selbagai l apa yang telrtuli ls dalam pelraturan 

pelrundang-undangan atau hukum dilkonselpsi lkan selbagai l suatu kai ldah atau norma 

yang melrupakan peldoman belrpelri llaku manusi la yang di langgap pantas. 

 

Kemudian akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan 

perundang-undangan, asas-asas hukum, hingga doktrin hukum guna mencari 

konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya. 

Berdasarkan hal tersebut, objek kajian penelitian hukum normatif 

dititikberatkan pada sistem norma hukum yang diantaranya kaidah atau aturan 



 

 

 

hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar 

penentuan apakah suatu peristiwa tersebut sudah benar atau salah menurut hukum 

yang ada serta menjawab bagaimana sebaiknya suatu peristiwa tersebut diatasi 

menurut hukum.  

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konsep yang 

bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. Digunakannya pendekatan konseptual 

merupakan suatu landasan untuk membangun kerangka berfikir dengan 

menggunakan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan 

dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. 

 

a. Pelndelkatan Kasus (Casel Approach) 

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk 

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam 

praktik hukum. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu 

penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih 

yang sesuai.  

3. Telhni lk Pelngumpulan Bahan Hukum  

Dalam pelnelli lti lan i lni l, pelnelli lti l melnggunakan pelnelli lti lan kelpustakaan selbagai l 

pelndelkatan utama untuk melngumpulkan sumbelr hukum, yang di llakukan untuk 

melmpelrolelh bahan dan i lnformasi l selkundelr yang di lpelrlukan dan rellelvan untuk 

di lpellajari l, dan yang belrasal dari l buku, jurnal, makalah, dll. Telrmasuk sumbelr lai ln 

selpelrti l onli lnel dokumeln hukum dan dokumelntasi l lai lnnya. Tujuan dari l ti lnjauan 

pustaka i lni l adalah untuk melngumpulkan bahan hukum i llmilah telntang ti lnjauan 

pustaka, pelmbahasan gagasan dan konselp pelnti lng dalam pelnelli lti lan i lni l, khususnya 

yang telrkai lt delngan pelnyellelsai lan keljahatan elkosi lda. 

4. Telhni lk Anali lsa Bahan Hukum 

Untuk melngolah telmuannya, pelnuli ls belrelncana melnggunakan stratelgi l kuali ltati lf 

jelni ls delskri lpti lf anali lti ls. Melngumpulkan selmua bahan hukum yang rellelvan untuk 

pelnye llelsai lan keljahatan elkosi lda dan melndukung prosels anali lti ls adalah i lnti l dari l 

pelndelkatan kuali ltati lf jelni ls delskri lpti lf anali lti ls ilni l. Seltellah melngumpulkan sumbelr-



 

 

 

sumbelr hukum yang rellelvan, pelnelli lti l akan melnggunakan pelnalaran i lndukti lf 

telrhadap bahan-bahan telrselbut untuk melnari lk kelsi lmpulan telntang topi lk-topi lk 

hukum yang di ltelli lti l. 

  



 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

 Silstelmati lka pelnuli lsan melmbelri lkan gambaran pelnuli lsan yang lelbi lh jellas 

dalam pelnuli lsan pelnelli lti lan i lni l pelnuli ls akan melngurai lkan i lsi l pelnuli lsan dalam 4 

(elmpat) bab guna melmpelrmudah melmahami l i lsi l pelnelli lti lan delngan si lstelmati lka dan 

elfelkti lf selbagai l belri lkut:   

BAB Il  PElNDAHULUAN 

 Dalam bab i lni l melngelnai l pelndahuluan melli lputi l.  latar bellakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan pelnelli lti lan, manfaat pelnelli lti lan, ori lsi lnali ltas pelnelli lti lan, 

meltodel pelnelli lti lan, dan si lstelmati lka pelnuli lsan.. 

 

BAB IlIl  TIlNJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab i lni l melngelnai l tilnjauan pustaka yang melmbahas telntang Ti lndak 

Pildana, Pelrtanggungjawaban Pi ldana, Pi ldana dan Pelmi ldanaan Bagi l Korporasi l 

 

BAB IlIlIl  HASIlL PElNElLIlTIlAN DAN PElMBAHASAN 

  Dalam bab i lni l pelnelli lti l akan melnjellaskan telntang hasi ll dari l anali lsi ls 

pelrmasalahan yang di ltelli ltil delngan melngurai lkan dan melngkorellasi lkan bahan 

hukum yang di ldapatkan selbellumnya delngan rumusan masalah yang ada. 

 

BAB IlV  KElSIlMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab i lni l, pelnelli lti l akan melrangkum hasi ll dari l kelselluruhan pelnelli lti lan 

yang di llakukan, yakni l rangkuman hasi ll pelnelli lti lan melngelnai l  “Pelrtanggungjawaban 

Pildana Korporasi l Selbagai l Pellaku Ti lndak Elkosi lda”  Kelmudi lan seltellah i ltu 

di llanjutkan delngan melmbelri lkan saran untuk pelnelli lti l sellanjutnya untuk di ljadi lkan 

selbagai l bahan pelrti lmbangan.



 

 

i 

 

 



 

 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Belrdasarkan pelnelli lti lan di l atas, dapat di lsi lmpulkan selbagai l belri lkut: 

1. Pelrtanggungjawaban pi ldana telrhadap korporasi l selbagai l pellaku ti lndak pi ldana 

elkosi lda adalah karelna ti lndak pi ldana elkosi lda yang di llakukan olelh korporasi l 

melmi llilki l dapak nelgati lvel yang melluas dan komplelks, selhi lngga ti ldak hanya 

melni lmbullkan kelrugi lan langsung pada masyarakat dan li lngkungan namun juga 

melnganggu stabi lli ltas dan keluangan nelgara , melngi lngat ti lndak pi ldana 

li lngkungan hi ldup atau elkosi lda telrselbut di llakukan belrmoti lf elkonomi l. Dampak 

telrhadap masyarakat melli lputil kelrugi lan matelri l, gangguan kelselhatan, 

kelsellamatan, dan kelrugi lan di l bildang sosi lal dan moral, yai ltu rusaknya 

kelpelrcayaan masyarakat telrhadap pelri llaku bi lsni ls. Dampak telrhadap 

li lngkungan hi ldup yai ltu ti lndak pildana korporasi l di l bildang li lngkungan hi ldup 

telrselbut melni lmbulkan kelrusakan li lngkungan yang dapat belrsi lfat selmelntara 

maupun pelrmaneln selhi lngga ti lndak pi ldana telrselbut ti ldak hanya pelrlu 

di ltelgakkan selcara relprelsi lf teltapi l juga prelvelnti lf. Dampak telrhadap nelgara 

telrkai lt delngan fakta bahwa ti lndak pi ldana li lngkungan hi ldup aki lbat akti lfi ltas 

i lndustri l melmi lli lkil angka kelrugi lan fi lnansi lal yang belsar selhi lngga melngganggu 

stabi lliltas elkonomi l nelgara melngi lngat telrjadi l pelnurunan pelndapatan nelgara 

karelna adanya bi laya pelmuli lhan pelncelmaran/ kelrusakan li lngkungan yang 

di lkelluarkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana ekosida tersebut.  

2. Tata cara pelmi ldanaan telrhadapa korporasi l yang mellakukan ti lndak pi ldana 

li lngkungan hi ldup telrcantum dalam UU PPLH yang saat i lni l masi lh melmi llilki l 

kellelmahan selhi lngga melnjadi l cellah bagi l pelnelgakan hukum di l bildang ti lndak 



 

 

 

pi ldana elkosi lda ti ldak elfelkti lf. Hal i lni l telrli lhat dari l masi lh banyaknya korporasi l yang 

mellakukan ti lndak pi ldana elkosi lda. Dari l fakta telrselbut melmunculkan gagasan telrkai lt pola 

pelmi ldanaan yang telpat untuk di ltelrapkan dalam pelnelgakan hukum ti lndak pi ldana korporasi l 

di l bi ldang li lngkungan hi ldup, yai ltu pelngaturan keltelntuan telrkai lt pola pelmi ldanaan yang 

belrdasar pada konselrvasi l lilngkungan hi ldup yang melli lputi l pelmbelratan pi ldana delnda, 

pelngaturan pellaksanaan pi ldana delnda, dan sanksi l ti lndakan pelrbai lkan aki lbat tilndak pi ldana. 

Pelmbelratan pi ldana yang selharusnya di lgunakan adalah delngan si lstelm kali lli lpat delngan 

ti ldak melrumuskan jumlah nomi lnal delnda dalam rumusan ti lap-ti lap pasal yang ada 

pelmbelratan ancaman pi ldana. Pi ldana delnda yang di latur dalam UU PPLH melmbutuhkan 

suatu aturan pellaksana selcara khusus agar ti ldak belrlaku aturan umum dalam KUHP yang 

pi ldananya telrlalu relndah delmi l telrcapai lnya pelrli lndungan dan pelngellolaan li lngkungan 

hi ldup yang belrdasar konselrvasi l li lngkungan hi ldup. Sanksil tilndakan yang di latur dalam UU 

PPLH selharusnya ti ldak di latur selbagai l pi ldana tambahan, teltapi l belrdi lri l selndi lri l selbagai l 

sanksi l ti lndakan selhi lngga pelnelrelpannya ti ldak harus kumulatilf delngan pi ldana pokok.  

B. Saran  

Hasi ll pelnelli lti lan dan pelmbahasan melnunjukan pelrlu di llakukan pelrubahan/relvi lsi l 

telrhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telntang Pelrli lndungan dan Pelngellolaan 

Ti lndak Pildana Li lngkungan Hi ldup, yang melli lputi l pelrubahan keltelntuan pelmbelratan pi ldana 

delnda, pelngaturan pellaksanaan pi ldana delnda selcara khusus, dan pelnelrapan sanksi l tilndakan 

pelrbai lkan aki lbat ti lndak pi ldana yang belrsi lfat i lmpelrati lf. Pelrubahan telrselbut  dilharapkan 

dapat melni lngkatkan elfelkti lviltas pelnelgakan hukum tilndak pi ldana korporasi l di l bi ldang 

li lngkungan hi ldup delmi l telrcapai lnya pelrli lndungan dan pelngellolaan li lngkungan hi ldup yang 

belrbasi ls konselrvasi l li lngkungan hi ldup.  
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